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ABSTRAK

Achmad Mashuri, Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Smart
Kampung di Kabupaten Banyuwangi dengan studi kasus pada Desa Kebonrejo dan
Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Latar belakang penelitian berangkat dari
kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dengan tingkat pemanfaatan
layanan digital oleh masyarakat yang masih rendah. Rumusan masalah penelitian
meliputi bagaimana implementasi kebijakan Smart Kampung dalam pelayanan
publik berbasis digital dan faktor-faktor pendukung serta penghambat
implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan
George C. Edwards III yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun Smart Kampung berhasil mentransformasi pelayanan publik menjadi
berbasis digital dan mendapat pengakuan nasional, implementasinya di tingkat desa
masih menghadapi hambatan signifikan pada keempat faktor Edwards III, terutama
rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, minimnya
sosialisasi efektif, dan kuatnya budaya pelayanan tatap muka. Kesimpulannya,
keberhasilan implementasi kebijakan digital sangat bergantung pada kesiapan
sosial budaya masyarakat, bukan hanya ketersediaan teknologi.

Kata Kunci: Smart Kampung, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik Digital,
Teori Edwards III, Digitalisasi Desa
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ABSTRACK

Achmad Mashuri, This study examines the implementation of the Smart Village
policy in Banyuwangi Regency, using a case study of Kebonrejo and Kalibaru
Kulon Villages, Kalibaru District. The research background stems from the gap
between the availability of digital infrastructure and the low level of digital service
utilization by the community. The research problem formulation covers how the
Smart Village policy is implemented in digital-based public services and the factors
supporting and inhibiting its implementation. This study utilizes George C.
Edwards Ill's policy implementation theory, which encompasses four factors:
communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research
method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-
depth interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that
although Smart Village has successfully transformed public services into digital-
based services and received national recognition, its implementation at the village
level still faces significant obstacles across the four Edwards IIl factors,
particularly low digital literacy, limited internet infrastructure, minimal effective
outreach, and a strong culture of face-to-face service delivery. In conclusion, the
success of digital policy implementation depends heavily on the socio-cultural
readiness of the community, not just the availability of technology.

Keywords: Smart Village, Policy Implementation, Digital Public Services, Edwards
III Theory, Village Digitalization
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